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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan : Latar Belakane dan Rumusannya 

Memasuki era milenium ke03 ini dunia berkembang dengan 

sangat cepat. Perubahan menuju ke arah kemajuan terjadi di berbagai 

bidang kehidupan. Dengan adanya perubahan yang terjadi pada saat 

ini membua t hidup manusia menjadi semakin mudah dan praktis. 

Kemajuan juga membuat batas wilayah suatu negara bukan Iagi 

menjadi suatu hambatan bagi kita untuk dapat mengetahui peristiwa 

yang terjadi di Iuar negara kita . Pada saat itu juga kiia dapat 

mengetahui be rita dan peristiwa yang terjadi di Iuar negeri. Informasi 

dan teknologi tel'baru dari Iuar negeri dapat kita ketahui dengan 

cepat. 

Dengan adanya kemajuan di segaia bidang kehidupan 

membuat semua orang berlomba-Iomba untuk dapat menjadi yang 

terbaik dan nomoI' satu. Dampak giobalisasi dapat juga kita temukan 

dalam dunia bisnis atau usaha. Dewasa ini suatu badan usaha atau 

pengusaha yang telah menguasai atau memiliki suatu daerah 

pemasaran celldenmg untuk dapat lebih memperluas wilayah 

pemasarannya sehingga tidak hanya terpaku pada satu wilayah saja. 
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Bagi badan usaha atau seorang pengusaha sukses yang 

memiliki. modal cukup, dapat secara langsung membuka atau 

memperluas usahanya di tempat atau daerah lain dengan modal yang 

dimilikinya. Namun bagi badan usaha atau seorang pengusaha yang 

memiliki keterbatasan modal hal tersebut mustahil untuk dapat 

dilakukan. 

Pada saat ini badan usaha atau pengusaha yang ingin 

mengemba ngka nata II memperluas usahanya dapat melakukannya 

dengan berbagai macam cara. Terdapat beberapa macam pilihan cara 

yang dapat ditempuh oleh suatu badan usaha atau pengusaha mulai 

dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. 

Menurut Warren J. Keegen dalam bukunya yang berjudul 

Global MarkeLing Management sedikitnya terclapat lima macam cara 

pengembangan usaha, yaitu : 

1. melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor impor; 

2. dengan pemberian lisensi; 

3. melakukan franchising (pemberian waralaba); 

4. membentuk perusahaan patungan Goint ventures); 

5. melakukan penanaman modal lang sung (foreign direct 

investment) dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau 

melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi. 1 

I Gunawan Widj~ja, Sed Hllkllll1 Bisnis Wantlaba, RajaGralindo Persada, Jkt, 2001, h 1 
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Dari berbagai macam cara yang tersebut di atas yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah masalah franchising atau yang dalam 

bahasa Indonesia lebih kita kenaI dengan istilah waralaba. 

Sistem waralaba atau franchise belakangan ini semakin 

banyak digunakan oleh badan usaha atau pengusaha yang ingin 

mengembangkan atau memperluas wilayah usahanya. Dalam 

franchise atau waralaba, badan usaha atau seorang pengusaha yang 

ingin memperluas wilayah usahanya tidak perlu membuka sendiri 

tempat usaha baru di wilayah yang baru. Selain itu juga tidak perlu 

mengeluarkan banyak biaya atau modal. Namun ia cukup menjual 

hak untuk menggunakan nama dagang, citra dan sistem. 

Pihak yang menjual nama produk atau jasanya disol:JllL 

dengan franchisor atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut 

dengan pemberi waralaba. Jika ada pihak yang menjual nama produk 

aLall jasa, maka ada pihak lain yang membeli nama produk atau jasa 

dari franchisor. Pihak yang membeli terse but disebut dengan 

franchisee atau yang dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan 

sebagai pembeli atau penerima waralaba. 

Keuntungan yang di dapat oleh pembeli waraJaba 

(franchisee) adalah ia tidak perlu bersusah payah untuk mencari 

konsumen bagi u.s aha yang ia dirikan karena biasanya orang sudah 

mengenal produk dan atau jasa yang difranchise -kan. Dengan sistem 
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ini tidaklah hel'an bila umumnya franchisor adalah perusahaan -

pel'usahaan yang sudah terbukti mapan dalam bidang usahanya, yang 

telah lama bel'gelut dan menciptakan inovasi-inovasi baru serta ingin 

memperluas jaringan bisnisnya dengan mencari pasar potensial di 

negara lain.~ 

Walau franchising mulai dikenal di Amerika Serikat kluoang 

lebih seabad lrllu ketika perusahaan-perusahaan bir memberikan 

lisensi kepada perusahaari-perusahaan kecil lainnya sebagai upaya 

mendistribusikan produk mereka, franchising baru diakui sebagai 

metode bisnis tel'sendil'i sesudah masa Perang Dunia ke II. Lembaga 

franchising merambahkan kakinya ke negara kita sejak dasawarsa 

tujuh puluhan .:1 

rada saat 1111 franchise tidak harus dilakukan oleh 

perusahaan dari luar negeri, perusahaan dari dalam negeripun sudah 

banyak pula yang melakukan peng(-:) mbangan usaha dengan sistem 

franchise. Adapun contoh dari perusahaan dalam negeri yang sudah 

sukses melakukan bisnis dengan system franchise ini antara lain 

adalah Es Teler 77, Restoran Nyonya Tanzil, Ayam Goreng Mbok 

Berek Nyonya Dmi. 4 

2 H.M. RidhwlUllndra ItA. , Ragam Perjanjian di Indonesia, Trisula, Jkl, 1<)96, h IIG 
.; Seliwan. , Anckll Masalah HlIkllm Dan HlIkllm Acara Per"data, Alulllni , 1992, Bandung, 

h 153 
4 H.M. Ridhw,m Indra R.A. , Op. cit , h 117 
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Menul'ut Amir Karamoy dalam Sukses Usa}Ja Lewat 

Waralaba, ada tiga alas an bagi pemberi waralaba ulltuk 

mewaralabakan bisnisnya : 

1. Kekurangan modal untuk ekspansi usaha I pasar yang lebih 

luas; 

2. Kekurangan personil untuk menjalankan usahanya; 

3. Melakukan perluasan ( dan penetrasi) pasar secara cepat. 5 

Sistem franchise atau waralaba dapat berkembang dengan 

cepat karena system atau metode pemasaran secara franchise ini 

dapat digunakan oleh semua jenis usaha. Tidak hanya usaha dalam 

bidang makanan at au restoran saja yang dapat menggunakan system 

franchise , belakangan ini dapat kita lihat bisnis retail, hotel, dealer 

mobil atall motor, salon rambut dan berbagaijenis usaha lainnya yang 

juga menggunakan system waralaba. 

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai franchise salon 

rambut. Pada saat ini terdapat banyak salon rambut yang 

menggunakan system franchise. Hal ini disebabkan karena pada saat 

ini masyarakat semakin menyadari akan pentingnya penampilan 

sehingga membuat kebutuhan akan salon menjadi semakin 

meningkat. Seperti halnya restoran, hotel, dealer mobil at au motor, 

5 Gunawan Widjaja, Op. cit, h 17 
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apabila suatu salon telah terkenal bagus dan besar, maka orang 

menjadi percaya dengan pelayanan dari salon terse but memang bagus. 

Hal inilah yang kemudian membuat pengusaha salon yang 

sudah memiliki nama besar kemudian mengembangkan usahanya 

dengan membuat atau membuka outlet baru di wilayah lain. Namun 

seperti halnya pengusaha pada umumnya, seringkali pengusaha salon 

juga mengalami kendala dalam hal modal. Terbatasnya modal yang 

dimiliki membuat pengusaha salon menggunakan system franchise 

karena dengan system ini memungkinkan 'seorang pengusaha yang 

tidak memiliki modal cukup dapat tetap mengembangkan usahanya. 

Usaha dengan menggunakan metode franchise atau 

waralaba ini biasanya dilakukan melalui suatu perjanjian dalam 

bentuk tertulis yang biasa kita sebut dengan perjanjian waralaba. 

Perjanjian waralaba tersebut adalah merupakan dasar pelaksanaan 

usaha waralaba karena dalam perjanjian tersebut diterangkan 

mengenai hal-hal apasaja yang boleh dan atau yang tidak boleh 

dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian waralaba 

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian waralaba adalah 

merupakan suatu pedoman hukum yang menerangkan mengenai hak 

dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba. 

Dalam praktek yang terjadi di lapangan, biasanya pel'janjian 

franchise atau waralaba tersebut format atau isi secara garis besarnya 
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suduh dibuill. Lerlouih duhulu oloh f'nlllchisor utau pembel'i w81'alabll. 

Dengan kata lain pemberi waralaba telah membuat suatu perjanjian 

baku atau perjanjian standar sehingga calon pembeli waralaba atau 

franchisee Lidak memiliki kesempatan untuk melakukan penawaran. 

Dengan semakin berkembangnya konsep bisnis secara 

franchise atau waralaba,. maka pemerintah mengganggap perlu 

diadakan pengaturan mengenai waralaba secara tertulis dan tegas 

melalui peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut 

diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan para pihak 
I 

yang terkait dengan perjanjian franchise tersebut. 

Akhirnya pada tanggal 18 Juni 1997 bertempat di Jakarta, 

pemerintah menetapkan Peraturan Perundang-Undangan yang 

dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No 16 Tahun 1997 yang mengatur tentang Waralaba atau Franchise. 

Kemudian pada tang gal 30 Juli 1997, pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik 

Indonesia NomoI' 259IMPPIKep/1997 tentang Ketentuan Dan Tata 

Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba 

Akan tetapi kedua peraturan perundang-undangan tersebut 

masih dirasakan kurang memberikan perlindungan hukum bagi 

penerima waralaba atau franchisee. Karena kedua peraturan tersebut 

hanya memberikan pengaturan tentang tata cara pembentukan 
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pel'janjial1 will'illaLa dall Lagailllulla eara pendaftaran waralaba buknn 

mCllgnt.ur hagaimana cnm 1ll0.l1ynlosaikan senglu!ta apabila di 

kemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak. 

Dalam hukum perdata yang dianut oleh Indonesia yaitu asas 

kebebasan berkontrak memungkinkan bagi para pihak untuk 

menentukan se ndiri isi dari suatu perjanjian selama tidak melanggar 

norma-norma dalam Burgelijk Wetboek (BW). Perjanjian waralaba 

atau franchise dibuat atas kesepakatan para pihak yang terlibat. 

Namun walaupun dibuat atas kesepakatan para pihak seringkali 

masih terjadi kesalahpahaman atau sengketa di antara para pihak. 
I 

Hal ini dapat terjadi karena perbedaan penafsiran klausula-klausula 

dalam perjanjian antara pemberi waralaba dengan penerima 

waralaba. Sengketa dalam suatu perjanjian bisa juga terjadi dalam hal 

pelaksanaan hak dan kewajiban dim ana terkadang pemberi waralaba 

cenderung menekan penerima war&laba atau franchisee dengan 

kewajiban-kewajiban yang memberatkan serta minimnya hak yang 

akan di dapat oleh penerima waralaba. Selain itu bisa juga terjadj 

pemutusan hubungan secara sepihak oleh pemberi waralaba dengan 

alas an yang cenderung tidak masuk akal dan dibuat- buat . 

Hal tersebut di atas semuanya dapat terjadi karena 

lemahnya posisi atau kedudukan pcmerima waralaba atau franchisee 
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dalarn pel'janjian franchising. Franchisee sarna sekali tidak m8miliki 

bargaining power bila dibandingkan dengan franchisor . 

Dari seluruh uraian latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat dirumuskan ke dalam dua ( 2 ) permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Huuullgan hukurn apa yang tel'jadi di antara para pihak dalam 

perjanjian franchise atau waralaba ? 

b. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi penerima waralaba atau franchisee? 

2. Pcnjclasan Judul 

Skripsi ini berjudul If PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN FRANCHISING If. Agartidak 

menimbulkan penafsiran ganda terhadap judul skripsi ini dan juga 

untuk membatasi ruang lingkup bahasan, maka berikut ini akan di 

jelaskan pengertian yang terkandung daJam judul skripsi ini. 

Perlindungan hukum adalah suatu upaya bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh negara penguasa dengan maksud 

agar tercapai ketertiban hidup bersama dari segala kepentingan yang 

berkaitan dcngan itu. G 

(, Andi hamzah, KallIllS Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1956, h 243 
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Apauila dikailkan dengan ruang lillgkup hukulU perdaLa , 

ma ka nwkna pCl'lindungan hukum adalah merupakan suatu usaha 

atau perbuatall melindungi atau pemberian perlindungan dari 

pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat 

secara tertulis dan bersifat memaksa. 

Pengertian Franchisee menurut pasal 1 angka 3 Peraturan 

Pemerintah No. 16 tahun 1997 adalah badan usaha atau perorangan 

yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak 

atas kekayaan intelektual atau penemuan at au ciri khas yang dimiliki 

pemberi wal'alaba. Dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Perat.uran 

Pemel'intah No. 16 tahun 1997, franchisee bisa juga disebut sebagai 

pihak penerima waralaba. 

Franchisee atau penerima waralaba yang dimaksud dalam 

skripsi ini adalah Ny. Hj . Atty Suryati. Sedangkan pihak franchisor 

atau pemberi waralaba adalah PT. Sapta Romli Buana selaku pemilik 

sah atas merek dan atau nama dagang, logo serta nama baik ( good 

will) LUTUYE SALON. Obyek franchise atau waralaba adalah nama 

atau merek dagang serta logo dan nama baik LUTUYE SALON. 

Sedangkan pengertian Perjanjian Franchise menurut Black's 

law dictionary adalah : 

Generally, an agreement between a supplier of a product or 
sCl'vieo or an owner of a desired trademark or copyright ( 
Franchisor ), and a resellel' ( Franchisee) under which the 
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II 

Franchisee agrees to sell the Franchisor product or service to 
business under the Franchisor's name. 

Franchising atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal 

sebagai waralaba menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 

16 Tahun 1997 adalah perikatan dim ana salah satu pihak diberikan 

hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan 

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak 

lain, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan 

pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan penjualan barang 

dan jasa. 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam suatu 

perjanjian, kedudukan para pihak harus seimbang, tidak ada yang 

lebih unggul atau lebih kuat dari pihak yang lain. Demikian juga 

dengan perjanjian franchise. Dalam perjanjian franchise terdapat para 

pihak yaitu pemberi waralaba atau franchisor dan pembeli atau 

penerima waralaba atau franchisee yang mana kedudukan kedua 

pihak tersebut haruslah sama dan seimbang. 

Namun seringkali dalam praktek di lapangan hal terse but di 

atas tidaklah sepenuhnya terjadi. Dalam keadaan senyatanya yang 

terjadi dalam praktek pelaksanaan perjanjian franchise adalah 
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Lerduput. Iwtidakseimuan!{an Iwdudllkun antum pcncl'lmu waralalltl 

atau franchisee dengan pemberi waralaba atau franchisor. Penerima 

waralaba atau franchisee sering kali berada dalam keadaan atau 

posisi yang lemah dan tidak memiliki bargaining power, sedangkan 

pemberi waralaba atau franchisor berada dalam posisi yang kuat. 

Hal ini bertambah parah karena biasanya perjanjian 

franchise adalah merupakan perJanJlan baku yang format dan 

bentuknya t~lah lebih dulu dibuat oleh franchisor atau pemberi 

waralaba tanpa berunding dulu dengan fanchisee. Sehingga dalam 

perjanjian tersebut termuat kalusula-klausula yang menguntungkan 

bagi franchisor. Apabila ada seorang pengusaha yang ingin menjadi 

franchisee dari sebuah perusahaan besar maka ia mau tidak mau 

harus menyetujui peljanjian franchise yang merupakan perJanJlan 

baku yang Le lah di buat terlebih dahulu oleh franchisof. 

Pihak franchisor sebagai pihak yang lebih kuat 

kedudukannya cenderung untuk mendiktekan keinginan-

keinginannya kepada pihak franchisee. Sehingga perjanjian dirasa 

kurang memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaha. 

Adapun keinginan saya memilih judul skripsi ini adalah 

untuk mengetahui lebih jauh mengenai hubungan hukum yang terjadi 

antara para pihak dalam perjanjian franchise atau waralaba serta 

bagaimana kedudukan para pihak dalam perjajian. Selain itu skripsi 
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ini ditulis dengan maksud mengetahui upaya hukum yang dapat 
I 

ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima 

waralaba atau ti·anchisee. Mengingat pada saat ini usaha dengan 

system franchise telah banyak digunakan dalam berbagai bidang 

usaha maka perlu dipikirkan pula mengenai perlindungan hukum bagi 

penerima waralaba. 

4. Tujuan Pcnulisan 

Tujuan penulisan skripsi ini ada beberapa hal, yaitu : 

l. Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum 

di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

2. Untuk memberikan sedikit sumbangan pemikiran yuridis serta 

menambah kepustakaan hukum tentang masalah perjaujian 

bisnis waralaba atau franchising. 

Penulisan skripsi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 

permasalahan yang dapat timbul dari suatu perjanjian waralaba atau 

fl.'anchising, terutama perlindungan hukum bagi penerima waralaba 

atau franchisee dan kemudian mencan jalan keluar dari 

permasalahan terse but agar dalam pelaksanaan perjanjian franchising 

dapat berjalan dengan seimbang. 
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50 Metode Penelitian 

ao Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum 

Franchisee Dalam Perjanjian Franchising" llli akan 

menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normabve. 

Adapun maksud dari yuridis adalah pembahasan dalam skripsi 

illi dj dasarkan pada perlindungan hukum terhadap franchisee 

atau yang dalam bahasa Indonesia lebih kita kenaI dengan 

pembeli atau penerima waralaba dalam perjanjian franchising 

dikaitkan dengan peraturan perundangoundangan tentang 

waralalJa dan peraturan perundang-undallgan mengellai 

perjanjian serta tidak lupa juga dikaitkan dengan perjanjian 

waralaba yang dibuat sendiri oleh para pihak yaitu antara 

pemberi waralaba dan penerima waralaba. 

Sedangkan secara normative maksudnya adalah pembahasan 

dalam skripsi ini di dasarkan pada keadaan senyatanya dalam 

praktek pelaksanaan perjanjian franchise di lapangan dalam 

hal adanya penyimpangan-penyimpangan dari isi perjanjian 

franchise baik yang dilakukan oleh pemberi franchise atau 
I 

franchisor maupun oleh penerima franchise atau franchisee dan 

kemudian dikaji dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 
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merupakan suatu norma atau pedoman dalam melakukan 

kegiatan dalam bidang hukum perdata. 

b. Sumber Bahan I-Iukum 

Guna membahas permasalahan dalam skripsi ini, maka di 

perlukan data-data yang terdiri dari dua sumber bahan 

hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam 

skripsi ini antara lain adalah : 

• Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang di peroleh 

dari peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenal waralaba atau franchise yaitu Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 Tentang 

Wal'alaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia No: 259IMPPlKep17/1997 

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran 

Usaha waralaba serta peraturan penmdang-undangan yang 

lain yang berkaitan dengan · permasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini. 

• Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari buku-buku yang membahas mengenai masalah 

franchise atau waralaba. Selain itu bahan hukum skunder 

juga dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara 
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dengan pihak-pihak yang berwenang dan yang berhubungan 

dengan masalah waralaba atau franchise. 

c. Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini diperoleh melalui studi 

kepusLakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan 

yang dibahas. Selanjutnya dikaitkan dengan fakta yang terjadi 

di lapangan dalam pelaksanaan perjanjian franchise atau 

waralaba yang diperoleh dengan cata wawancara langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan mas alan franchise 

atau waralaba. Hasil yang di dapat dari wawancara tersebut di 

kaitkan dengan dengan studi kepustakaan agar diperoleh basil 

yang maksimaI. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut 

di klasifikasikan ke dalam bab-bah yang herkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini. 

d. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah di dapat selanjutnya akan di analisa 

dengan menggunakan metode deskriptif analisis secara 

sistematis yaitu . dengan cara menguraikan masalah, 

memberikan pandangan kemudian memecahkan permasalahan 

tersebut dengan menggunakan sumber hukum sehingga dapat 

diperoleh jawaban atas permasalahan. 
I 
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e. Pertanggungj<lwaban Sistem<ltika 

Pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini akan saya 

jelaskan sebagai berikut : skripsi ini akan saya bagi menjadi 4 (empat) 

bab yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya akan 

saling berkaitan sepingga akan menjadi sebuah rangkaian atau 

kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. 

Bab I adalah merupakan Bab Pendahuluan yang di dalamnya 

diLerangkull mengenai latar belakang, penjelasan judul, ala ban 

pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, serta 

pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini. Dengan membaca 

Bab I diharapkan pembaca sudah dapat mengerti isi dari skripsi ini 

secara garis besar. 

Selanjutnya Bab II akan dijelaskan tentang hubungan hukum 

para pihak dalam perjanjian franchise. Pertama saya akan 

menjelaskan tentang def'inisi perjanjian franchise itu sendiri kemudian 

dilalljutkan dengan bentuk-bentuk perjanjian franchise atau waralaba 

serta karakteristik dasar franchise atau waralaba. Setelah itu dalam 

bab ini juga akan diterangkan mengenai akibat hukum dari perjanjian 

franchise. Sebelum menerangkan mengenai akibat yang timbul 

dengan adanya perjanjian franchise maka terlebih dahulu akan di 

bahas mengenai saat lahirnya perjanjian franchise, kemudian 
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hubungan hukum para pihak dlam perjanjian serta diterangkan pula 

hak dan kewajiban para pihak. 

Kemudian dalam Bab III akan dibahas mengenai upaya hukum 

yang harus dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi 

franchisee apabila perjanjian franchise atau waralaba telah habis 

masa berlakunya. Selain itu juga akan dibahas mengenai penyelesaian 

secara hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi 

sengketa. Dalam hal ini adalah menyangkut lembaga manakah yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, serta alternatif 

penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak. 

Bab 1 V adalah merupakan Bab Penutup yang akan menjelaskan 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas persoalan yang di 

kemukakan dalam bab 1. Dalam bab ini juga akan diberikan saran-

saran. 
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BAB II 

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN 

FRANCHISE 

1. Perjanjian Franchise 

a. Definisi Perjanjian Franchise 

Sebelum dibalias mengenai pengertian perjanjian franchise atau 

waralaba, maka terlebih dahulu diketahui mengenai pengertian 

franchise atau waralaba. Tidak ada suatu definisi yang baku mengenai 

franchise atau waralaba, akan tetapi terdapat berbagai macam 

pengertian waralaba menurut pendapat para ahli. 

Kata Franchise sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang 

berarti Bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari penghambaan ( free 

from servitude ). Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan 

yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu 

usaha tertentu di wilayah tertentu. 7 

PH Collin, dalam Law Dictionary mendefinisikan Franchise 

sebagai "License to trade using a brand name and paying a royalty for 

7 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisllis, Rineka Cipta, Jakarta, h 56 
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it ", dan fra nchising sebagai " Act of selling a license to trade as a 

Franchise ". H 

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa franchise 

atau waralaba adalah kegiatan pemberian nama dagang oleh 

franchisor kepada franchisee disertai dengan pembayaran atau 

pemberian royalty oleh franchisee kepada franchisor. 

Pengertian franchise atau Waralaba dapat juga kita temui 

dalam Black's Law Dictionary yang mengartikan Franchise sebagai: 

A special privilege grated or sold, such as to use a name or to sell 
products or services. 

In its simple terms, a franchise is a license from owner of a 
trademark or trade name permitting another to sell a product or 
service under that name or mark. 

More broadly stated, a Franchise has envolved into an elaborate 
agreement under which the Franchisee undertakes to conduct a 
business or sell a product or service in accordance with methods 
and procedures prescribed by the Franchisor, and the Farnchisor 
undertakes to assist the Franchisee thorugh advertising, 
promotion and other advisory services.9 

Dari rumusan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa waralaba atau franchise lebih menekankan pada pemberian 

hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan 

rnomanfaaLkan merek dagang franchisor (pemberi waralaba ), pihak 

franchisee ( penerima waralaba ) berkewajiban untuk mengikuti 

8 Gunawan Widjaja, Op.cit, h 7 
9 Ibid, h 7 
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metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pemberi waralaba. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan 

kewajiban pemenuhan standar dari pemberi waralaba, pemberi 

waralaba akan memberikan bantuan pemasaran, promosi, maupun 

bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba dapat menjalankan 

usahanya dengan baik. 10 

Pengertian perjanji~m secara umum dapat kita lihat dalan pasal 

1313 Burgelijk Wetboek at au yang selanjutnya disebut BW yang 

berbunyi sebagai berikut : " Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih." 

Pengertian perjanjian franchise atau Franchise Agreement 

menurut Blak's Law Dictionary adalah sebagai berikut : 

Generally, an agreement bertween supplier of a product or 
service or an owner of a desired trademark or copyright 
(Franchisor), and a reseller (Franchisee) under which the 
Franchisee agrees to sell the Franchisor product or service or to 
business under the Franchisor's name. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang 

penerima waralaba dalam hal ini menjalankan usahanya sendiri dan 

secara mandiri namun tetap dengan menggunakan merek dan atau 

nama dagang sesuai dengan metode dan prosedur yang telah 

10 Ibid, h 8 
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ditetapkan oleh pemberi waralaba yang dalam hal ini adalah PT. 

Sapta Romli Buana selaku pemilik sah dari merek dan atau nama 

dagang, logo dan nama baik LUTUYE SALON. 

b. Keuntungan dan Kerugian Franchise 

• Keuntungan waralaba atau franchise: 

1). Diberikannya latihan dan pengarahan oleh franchisor. 

Latihan awal ini diikuti oleh pengawasan yang berlanjut. 

2). Diberikannya bantuan finansial dari franchisor. Biaya 

permulaan tinggi, dan sumber modal dari pengusaha sering 

terbatas. Bila prospek usaha dianggap suatu risiko yang 

baik, franchisor sering memberikan dukungan finansial 

kepada franchisee. 

3). Diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk atau 

merek yang telah dikenal. 

• Kerugian waralaba atau franchise adalah : 

1). Adanya program latihan yang dijanjikan oleh franchisor 

kadangkala jauh dari apa yang diinginkan oleh franchisee. 

2). Perincian setiap hari tentang penyelenggaraan perusahaan 

sering diabaikan. 

3). Hanya sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada 

franchisee untuk menjalankan akal budi mereka sendiri. 
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Mereka mendapatkan diri mereka terikat pada suatu 

konLrnk yang melarang untuk membeli baik peralatan 

maupun poruol<alan dari tompat lain. 

4). Pada bisnis franchise jarang mempunyai hak untuk menjual 

perLlsahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu 

menawarkannya kepada franchisor dengan harga yang 

sama. 11 

c. Bentuk Perjanjian Franchise 

Perjanjian franchise dapat digolongkan sebagai pelJanJlan 

obligatior. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak 

sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda 

kepada pihak lain serta dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. 

Pada saat ini hampir semua perjanjian yang ada adalah 

merupakan perjanjian baku. Perjanjiall baku at au perjanjian adhesi 

adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah 

dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak 

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. 12 

II Richard Burton Simatupang, Ope cit, h 60 
12 Sutan Remy Syuhdeni, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi 

Pal"a Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankil" Indonesia, Jakarta, 
1993, h (i(i 
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Hal ini di maksudkan untuk lebih menghemat waktu, tenaga, dan 

biaya. Adalah hal yang sangat tidak efisien apabila ingin mengadakan 

suatu perjanjian, maka baru pada sa at itu juga di buat perjanjian yang 

baru. 

Perjanjian Franchise LU'l'UYE SALON Juga termasuk 

perjanjian baku karena perjanjian franchise tersebut format dar.l 

isinya sudah dibuat terlebih dahulu oleh PT. Sapta Romli Buana 

selaku pemilik sah nama dan atau merek dagang LUTUYE SALON 

dalam bentuk tertulis. Akan tetapi walaupun peljanjian franchise 

termasuk perjanjian baku yang format dan isi peljanjian sudah 

ditetapkan terlebih dahulu oleh PT. SRB, perjanjian franchise tersebut 

tetap dapat berlaku sebagai perjanjian yang sah karena telah 

memenuhi ketentuan pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu 

perjanjian serta mengikuti ketentuan dalam buku III BW pasal 1338 

BW tentang kebebasan berkontrak. 

Pasal 1338 BW merupakan dasar bagi lahirnya perjanjian baku.. 

Pada dasarnya terdapat dua macam kebebasan berkontrak, yaitu. 

mengenai isi perjanjian dan mengenai bentuk perjanjian. Kemudian 

seiring dengan perkembangan, kebebasan berkontrak berkembang 

menjadi lima macam, yaitu : 

1). Kebebasan menentukan isi kontrak; 

2). Eebebasan menentukan bentuk kontrak; 
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3). Kontrak mengikat sebagai Undang - undang; 

4). Aturan memaksa ( mandatory rules) sebagai perkecualian; 

5). Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang 

harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak. 13 

d. Jenis Perjanjian Franchise 

Pada umumnya franchising dapat dibedakan dalam tiga jenis, 

yaitu: 

a) Distributorships ( Product Franchises ); seorang franchisor 

memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual 

barang-barang hasil produksinya, pemberian lisensi ini 

bisa bersifat exclusive maupun non exclusive. 

b) Chain - style business; franchisee mengoperasikan suatu 

kegiatan bisiiis dengan memakai nama franchisor. 

Franchisee diakui sebagai anggota kelompok yang berusaha 

dalam kegiatan bisnis Illi. Sebagai imbalan dari 

penggunaan nama si franchisor, maka Franchisee harus 

mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan 

berada di bawah pengawasan si franchisor dalam hal 

bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, 

13 Taryana Soenandar, Tinjauan Atas Bebel'apa Aspek Hukum Dad Pdnsip-Prinsip 
UNIDROIT & CISC, Terangkum Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bkati , 
/):U10 lIllg, 200 I , h 51) 
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design tempat usaha, jam penjualan, persyaratan para 

karyawan dan lain sebagainya. 

c) Manufacturing atau processlilg plants; dalam jenis ini 

franchisor memberitahukan bahan-bahan serta tata cara 

pembuatan suatu produk, termasuk di dalamnya formula

formula rahasianya. Franchisee kemudian memproduksi 

serta memasarkan barang-barang sesuai standar yang 

telah ditetapkan franchisor dengan merek yang sarna. 

Kadang-kadang dinamakan juga product or trade mark 

franchising .14 

Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul " Seri Hukum 

Bisnis Waralaba " membagi franchise at au waralaba menjadi 2 (dua) 

jenis, yaitu : 

a) Waralaba produk dan merek dagang 

Adalah bentuk waralaba atau franchise yang paling 

sederhana. Dalam waralaba ini, penerima waralaba 

diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk menjual produk 

yang dikembangkan oleh pemberi waralaba disertai dengan 

pemberian izin untuk menjual produk menggunakan merek 

dagang pemberi waralaba. Sebagai imbalannya, penerima 

waralaba membayar sejumlah uang yang disebut sebagai 

I~ Seliawan. 011. cit, h 157 

-~-- ~- -
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royalty. Pembayaran royalty diberikan dalam dua tahap, 

yaitu dimuka dan berjalan. Pembayaran royalty di muka di 

bayarkan pada saat penandatangan perianjian franchise 

atau waralaba. Dan royalty berjalan di bayarkan secara 

kontinyu selama masa atau jangka waktu franchise . 

b) Waralaba [OJ"mat bisnis 

Menurut Martin Mandelson dalam bukunya yang berjndul 

Franchising : Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan 

Franchisee, waralaba format bisnis adalah : 

Pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (pemberi 
waralaba) kepada pihak lain (penerima waralaba), lisensi 
tersebut memberi hak kepada peneriina waralaba untuk 
berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama 
dagang pemberi waralaba, dan untuk menggunakan 
keseluruhan paket, yang terdiri dan seluruh elemen yang 
diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya 
belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya 
dengan bantuan yang terus menerus atas dasar - dasar 
yang telah ditentukan sebelumnya.l 5 

Terdapat 3 ( tiga ) ·hal yang penting dalam waralaba format 

bisnis menurut Martin Mandelson : 

1). Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba; 

Hal ini berkaitan erat dengan pengembangan cara untuk 

menjalankan bisnis melalui ce'tak biru. 

2). Proses Awal dan Pelatihan 

15 GWlawan Widjaja, Op. cit, h 14 
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Pada awal pelaksanaan peIJanJlan franchise, franchisor 

berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada franchisee 

sesuai dengan cetak biru yang ditetapkan oleh franchisor 

me lip uti pelatihan mengguanakan peralatan khusus, metode 

pemasaran, penyiapan produk serta prosesnya. 

3). Pemberian Bantuan dan Bimbingan Secara Terus Menerus 

Bantuan dan bimbingan secara terus menerus meliputi 

kunjungan dan latihan oleh franchisor kepada franchisee secara 

berkala, menghubungkan antara satu franchisee dengan 

franchisee yang lain dan lain sebagainya. 

Franchise format bisnis adalah sebuah bentuk franchise yang 

paling lengkap dan menyeluruh karena dalam franchise format bisnis 

t81jadi alih informasi dan ketrampilan mulai dari persiapan sampai 

dengan pemasaran produk atau jasa. 

Setelah melihat berbagai jenis waralaba atau franchise tersebut 

di atas, LUTUYE SALON Surabaya termasuk franchise Chain - style 

business atau Waralaba Format Bisnis. Disebut demikian karena 

franchisee atau penerima waralaba dalam perjanjian ini menggunakan 

atau mengoperasikan salon di bawah nama franchisor atau pemberi 

waralaba dengan metode pengoperasian salon, jam operasi salon, 

design tempat us aha, persyaratan karyawan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh PT. Sapta Romli Buana selaku franchisor . 
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Sclain itu , scbelum dan di awal pelaksanaan perjanjian franchise, 

franchisor mengadakan pelatihan kepada seluruh karyawan atau staf 

baik operasional staf maupun manajemen staf. Tidak hanya sebatas 

itu saja, pemberian latihan juga diadakan secara kontinyu dan 

berkala. Biasanya latihan tersebut meliputi cara atau tekhnik atau 

t rend guntin gan yang paling ba ru, tekhnik pewarnaan rambut, 

sanggul, make-up karakter dan lain sebagainya. 

e. Karakteristik Dasar Franchise atau Waralaba 

Setiap perjanjian mempunyai karekteristik dasar yang dapat 

membedakan antara perjanjian tersebut dengan perjanjiau yang 

lainnya. Begitu pula dengan franchise atau waralaba sebagai salah 

satu metode pengembangan usaha mempunyai beberapa 

karakterteristik dasar yang membedakannya dengan metode bisnis 

lainnya. Adapun karakteristik dasar franchise adalah sebagai berikut: 

1) . Harus ada suatu perjanjian ( kontrak ) tertulis, yang mewakili 

kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan 

franchisee. lsi kontrak pada dasarnya dapat dinegosiasi. lsi 

kontrak hendaknya didasarkan pada kesepakatan kedua belah 

pihak. 

2) . Franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek 

bisnis yang dimasukinya. Juga memelihara kolangsungan 
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usaha franchise de~gan memberikan dukungan da1am berbagai 

aspek bisnis ( misa1nya perik1anan, supervisi, dan sebagainya) . 

3). Franchisee diperbo1ehkan ( da1am kendali franchisor ) 

beroperasi dengan menggunakan nama / merek dagang, format 

dan atau prosedur, serta sega1a nama ( reputasi ) baik yang 

dimiliki franchisor. 

4). Franchisee harus mengadakan investasi yang berasal dari 

sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana 

lain ( misa1nya kredit perbankan ). Pada outlet yang dikelola 

franchisee tidak ada investasi lang sung dari franchisor. 

5). Franchisee berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri. 

6). Franchisee membayar fee dan atau royalty kepada franchisor 

atas hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus _. 

menerus diberikan oleh franchisor. 

7). Franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu di 

mana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan 

barang atau jasa yang dihasi1kannya. 

8). Transaksi yang teljadi antara franchisor dengan franchisee 

bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari 

perusahaan induk yang sarna, atau antara individu dengan 

perusahaall yang dikontrolnya. l6 

16 Richard Burton Simatupang, Op. cit, h 58 
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2. Akibat I-Iukum Dari Perjanjian Franchise 

a. Saat Lahirnya Perjanjian Franchise 

Dalam pasal 1233 BW diterangkan mengenai suatu perjanjian 

dapat timbul karena dua hal, yaitu : 

1. Karena Undang-Undang 

2. Kesepakatan atau perjanjian 

Perjanjian yang timbul karena undang-undang diatur dalam 

pasal 1352 BW, dapat berupa perjanjian yang lahir semata-mata dari 

Undang-undang alau dari undang-undang sebagai akibal perbualan 

manusia. 

Sedangkan perjanjian yang timbul karena kesepakatan atau 

persetujuan dapat kit a lihat dalam pasal 1313 BW. Menurut pasal 

1313 BW, persetujuan atau overeenkomst bisajuga disebut "Contract". 

Yang berarli suatu tindakan atau perbuatan seseorang at au lehih 

yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih.17 

Perjanjian franchise atau waralaba LUTUYE SALON ini adalah 

termasuk dalam katagori yang kedua karena perjanjian franchise 

timbul atas kesepakatan atau perjanjian para pihak. 

Seperti halnya perjanjian yang lainnya, perjanjian franchise 

baru dapat dikatakan sah dan berlaku apabila memenuhi syarat 

sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW. Dalam pasal 

17 M. Yahya Harahap, Segi- segi Hukum Pe"janjian, Alumni, 1986, Bandung, h 23 
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1320 BW dijelaskan mengenai empat. syarat sahnya suatu perjanjian, 

yaitu: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) Suatu hal tertentu; 

4) Suatu sebab yang dibolehkan. 

Syarat pertama yaitu kata sepakat antara para pihak dan 

syarat kedua yaitu kecakapan disebut syarat subyektif. Subyektif 

maksudnya adalah menyangkut para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian tersebut. Sedangkan syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu 

dan syarat keempat yaitu sebab yang halal disebut syarat obyektif 

karena menyangkut tentang obyek dari perjanjian yang dilakukan 

oleh para pihak. 

Perbedaan syarat subyektif dan syarat obyektif membawa 

perbedaan pula dalam akibat hukumnya apabila syarat-syarat 

terse but tidak dipenuhi. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi 

dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah menurut 

hukum sampai salah satu pihak meminta agar perjanjian tersebut 

dibatalkan ( nietigbaar ). Sedangkan jika perjanjian tersebut tidak 

memenuhi syarat obyektif, maka dengan sendirinya dianggap tidak 

terjadi perikatan antara para pihak at au dengan kata lain perjanjian 
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tersebut batal demi hukum. Dibawah ini akan diuraikan satu persatu 

mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. 

1). Kata Sepakat 

Kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu 

perjanjian karena pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan 

antara para pihak. Apabila tidak ada kata sepakat, maka perjanjian 

tidak mungkin akan ada. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, 

terdapat beberapa teori kesepakatan, yaitu : 

(a) Teori kehendak (Wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 
terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, 
misalnya dengan menuliskan surat. 

(b) Teori penglrlman (Verzendtheorie) mengajarkan bahwa 
kesepakatan terjadi pada sa at kehendak yang dinyatakan itu 
dikirimkan oleh pihak yang menerima tawaran. 

(c) Teori pengetahuan (Vernemingstheorie) mengajarkan bahwa 
pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa 
tawarannya diterima. 

(d) 'l'eori kepercayaan (Vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa 
kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak 
dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.18 

2) . Kecakapan 

Kecakapan sebagai syarat subyektif kedua dalam syarat sahnya 

suatu perjanjian diatur dalam pasal1329 BW sampai pasal 1331 BW. 

Dari bunyi pasal 1330 BW dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

dasarnya setiap orang dianggap cakap untuk melakukan suatu 

IS Mariam Darus Badrulz.aman, Kompilasi HlIkllm Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2001 , h74 
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perLuatan hukum, kecuali Lagi orang yang masih di Lawah umur, 

berada di bawah pengampuan serta orang yang dinyatakan pailit. 

Kecakapan dalam ilmu hukum dapat dibcdakan lagi ke dalam : 

a. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang-perorangan; 

b. Kecakapan dalam hubungan pemberian kuasa; 

c. Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan 

perwakilan. 19 

3). Suatu haltertentu 

Suatu hal tertentu maksudnya adalah benda at au obyek dalam 

perjanjian. Dalam suatu perjanjian haruslah ada suatu obyek yang 

menjadi tujuan dari diadakannya perjanjian tersebut. Ketentuan ini 

dapat kita lihat dalam pasal 1332 BW sampai dengan pasal 1334 BW 

yang mengatur mengenai keharusan adanya suatu obyek dalam 

sebuah perjanjian. 

Pasal 1332 BW : Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan 

saja yang dapat merijadi pokok suatu perjanjian. 

Barang yang dimaksud dalam pasal di atas meliputi barang berwujud 

dan barang tidak berwujud. Yang menjadi obyek dalam perjanjian 

franchise LUTUYE SALON ini adalah nama dan atau merek dagang 

LUTUYE itu sendiri dimana nama dan atau merek dagang LUTUYE 

19 Gunawan Widjaja, Op. cit, h 79 
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diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomis. 

4). Kausa yang dibolehkan 

Yang dimaksud dengan kausa yang dibolehkan adalah isi atau 

maksud dari perjanjian. Kausa dalam suatu perjanjian diatur dalam 

pasal1335 BW sampai dengan pasal1337 BW. 

Pasal 1337 DW: suatu sebab adalah terlarang, apabila berlawanan 

dengan kesusilaall baik atau keterliban umum. 

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan 

bahwa, kausa yang halal adalah suatu kausa yang tidak bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. 

Apabila isi dari suatu peIJanJlan melanggar undang-undang, 

kesusilaan serta ketertiban umum, maka perjanjian tersE:but batal 

demi hukum. 

Syarat-syarat tersebut di atas yang harus dipenuhi agar suatu 

perjanjian dapat dinyatakan sah dan' berlaku, akan tetapi dalam 

perjanjian waralaba' atau franchise terdapat beberapa tahapan yang 

harus dipenuhi sebelum penandatanganan perjanjian waralaba antara 

para pihak. Tahapan-tahapan terse but antara lain adalah adanya 

penawaran paket usaha waralaba atau franchise oleh pihak yang 

memiliki nama atau merek dagang yang telah dikenal luas oleh 

masyarakat. 
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Biasanya pengusaha yang akan mengembangkan usahanya 

dengan system franchise atau waralaba akan memasarkan melalui 

iklan baik iklan melalui surat kabar maupun iklan melalui internet. 

Kemudian pihak yang tertarik dan ingin untuk menjadi franchisee 

at au penerima waralaba dapat menghubungi pihak calon pernberi 

waralaba atau franchisor dan mengutarakan keinginannya untuk 

membuka usaha waralaba di bawah nama dan atau merek d&gang 

dari calon penerima waralaba atau franchisor. Setelah itu pihak calon 

pemberi waralaba atau calon franchisor akan menanggapl 

permohonan calon penenma waralaba tersebut dengan cara 

melakukan survey terhadap tempat atau lokasi yang akan digunakan 

sebagai tempat us aha waralaba terse but. Maksud dari survey 

terhadap lokasi dimana us aha waralaba akan dibuka tersebut adalah 

untuk mengetahui bagaimana kondisi atau pangsa pasar dari lokasi 

tersebut, apakah lokasi tersebut memenuhi syarat untuk menjadi 

temp at usaha franchise atau tidak, serta untuk menetapkan standar 

klausula-klausula baku dalam perjanjian waralaba yang akan 

diberikan kepada calon penerima waralaba. 

Selain itu pihak calon pemberi waralaba juga akan melakukan 

survey terhadap diri calon penerima waralaba. Survey terhadap calon 

penerima waralaba antara lain meliputi identitas, pekerjaan, jumlah 

kekayaan serta sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE... KARTIKA TITI SARI



37 

perusahaaan franchise tersebut ( kekayaan pribadi atau melalui 

pinjaman bank). 

Setelah melakukan survey terhadap lokasi tersebut, kemudian 

calon pemberi waralaba akan menetapkan standar perjanjian baku 

yang telah disesuaikan dengan kondisi tempat at au lokasi dim ana 

usaha waralaba akan dibuka tersebut. Klausula dalam perjanjian 

waralaba tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan sorta 

syarat-syarat pokok yang harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua belah 

pihak, hal-hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan 

oleh para pihak. Selain itu dalam perjanjian juga diatur mengenai hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. 

Apabila calon penerima waralaba atau franchisee setelah 

membaca dan mempelajari perjanjian tersebut dan menyatakan setuju 

dengan semua klausula- klausula dan isi dari perjanjian franchise 

tersebut, maka dapat dilakukan penandatanganan perjanjian 

franchise atau waralaba sebagai tanda ' bahwa pihak calon penerima 

waralaba telah setuju dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-

syarat yang telah ditetapkan oleh franchisor atau pemberi waralaba 

dalam perjanjian tersebut. Setelah penandatanganan perjanjian 
I 

franchise at au waralaba tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan 

bahwa perjanjian franchise atau waralaba telah lahir. 
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Setelah penandatanganan perJanJIan tersebut dilaksanakan, 

masih ada hal lain yang harus dilakukan oleh penerima waralaba, 

yaitu mendaftarkan perja.njian . waralaba tersebut pada Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan paling lamb at 30 ( tiga puluh ) hari 

sejak berlakunya perjanjian waralaba. Hal tersebut sesuai dengan 
, 

ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah NomoI' 16 Tahun 1997 

tentaug Waralaba . Apabila perjanjian waralaba tersebut telah ada 

sebelum ditetC1pkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, 

maIm perjanjian tersebut harus didaftarkan dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya enam ( 6 ) bulan terhitung sejak tanggal 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yaitu 

tang gal 18 Juni 1997. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997. 

Pendaftaran perjanjian waralaba dapat dilakukan dengan cara 

mengisi daftar isian Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. 

(STPUW) yang dapat diperoleh secara' cuma-cuma di Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan. Setelah hal tersebut dilakukan maka, 

penerima waralaba akan memperoleh Surat Tanda Pendaftaran 

Us aha Waralaba yang mas a berlakunya sesuai dengan masa 

berlakunya perjanjian waralaba atau franchise. Adapun maksud dari 

pendaftaran pel'JanJIan waralaba adalah untuk kepentingan 

pembinaan dan pengembangan usaha waralaba. 
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Pihak yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan 

perjanjian franchise atau waralaba adalah pihak franchisee atau 

penerima waralaba. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) 

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 2591MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Dan 'rata 

Cara Pelaksanaari Pendaftaran Usaha Waralaba 

Apabila ada pihak franchisee atau penerima waralaba yang 

tidak mendaftarkan usaha waralabanya dan tetap melaksanakan 

kegiatan usaha, maka akan diberi peringatan. Setelah diperingatkan 

sebanyak 3 ( tiga ) kali tidak juga melaksanakan ketentuan pasal 7 

Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 dan Pasal 11 Ayat (1) 

Keputusan Menteri Perindustrian Dan perdagangan No. 

259IMPPlKep/7/1997, maka akan dikenai sanksi berupa pencabutan 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

Pihak franchisee atau penerima waralaba dalam peIJanJlan 

frtanchise LUTUYE SALON ini telah melaksariakan kewajibannya 

untuk mendaftarkan usaha waralabanya ke Departemen 

Perindustrian Dan Perdagangan dan telah mendapatkan Surat Tanda 

Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW). 
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BAB III 

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH DALAM RANGKA 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA 

ATAU FRANCHISEE 

1. Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Apabila Perjanjian 

Franchising tclah bcrakhir 

a. Masa Berlakunya Perjanjian Franchise 

Dalam setiap perjanjian pasti diatur mengenai jangka waktu 

atau masa berlakunya perjanjian tersebut. Demikian pula dengan 

perjanjian franchise. Jangka waktu atau masa berlakullya perjanjiall 

franchise harus diatur secara jelas dalam salah satu klausula atau 

pasal dalam perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan oleh franchisor 

karena pemberian ijin untuk menggunakan nama dan atau merek 

dagang oleh franchisor kepada franchisee tidak dilakukan untuk 

selamanya melainkan hanya untuk jangka waktu tertelltu sesual 

dengan ketentuan yang temuat dalam perjanjian. 

Pengaturan mengenai jangka waktu perjanjian franchise dapat 

kita lihat dalam pasal 8 Keputusan Menteri Perindustrian Dan 

Perdagangan Nomor 259IMPPIKep/1997 Tentang Ketentuan Dan Tata 

Cara Pclaksanaan I Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam pusal 

terse but dijelaskan bahwa jangka waktu perjanjian waralaba 

48 
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A. KESIMPlILAN 

HAB rv 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi 

ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

l. Dengun diLunuutanganinyu pCl'janjian franchise utau waraluiJa , 

maka pada saat itulah timbul hubungan hukum antara para pihak 

yang terkait dengan perjanjian tersebut yaitu franchisee atau 

penerima waralaba dan franchisor atau pemberi waralaba. Pada 

dasarnya hanya terdapat 1 (satu) hubungan hukum dalam bentuk 

perjanjian franchise atau waralaba yang tercermin dalam hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Franchisor tidak perlu 

melakukan investasi secara lang sung ke dalam outlet yang akan 

diuuka melainkan cukup menjual nama dan atau merek dagang 

yang dilllilikinya kepada franchisee. dan sebagai t:rnbal baliknya , 

franchisee wajib membayar sejumlah uang kepada franchisor yang 

biasa disebut dengan royalty atau franchise fee. 

2. Seperti halnya perjanjian lainnya, dalam perjanjian waralaba atau 

franchise juga memungkinkan tcrjadinya sengketa. Upaya hukum 

yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa dian tara para pihak 

dapat diselesaikan melalui 2 ( dua ) jalur, yaitu jalur litigasi dan 
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